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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses yang dijalankan secara 

berkesinambungan sebagai perbaikan taraf hidup masyarakat, tujuannya adalah 

menciptakan lingkungan kehidupan yang produktif, memiliki kehidupan yang 

layak, memperluas ekonomi dan seluruh sistem sosial bagi setiap individu 

maupun bangsa secara keseluruhan, sehingga dengan pembangunan dapat 

memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang serta hidup sehat. 

(Verawaty & Salwa, 2023). Pembangunan manusia menjadi penting karena 

apabila suatu daerah mengalami kekurangan potensi dan sumber daya alam yang 

memadai, maka dapat mengoptimalkan sumber daya manusia untuk 

pengembangan daerah dan memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya (Rosita 

& Muzdalifah, 2023). 

Pembangunan ekonomi daerah memerlukan kerja sama antara 

masyarakat dan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah di Indonesia 

dituntut untuk mampu mengelola potensi dari sumber daya yang dimiliki 

daerahnya (Helly, 2019). Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan lebih 

aktif lagi dalam mengelola dana penerimaan pemerintah. Setelah Undang–

Undang Otonomi Daerah diberlakukan, maka setiap pemerintah daerah memiliki 

hak dan kewenangan dalam mengurus daerahnya, termasuk pengelolaan 

keuangan daerahnya. 
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Otonomi daerah hakikatnya adalah usaha memberdayakan daerah agar 

dapat mengambil keputusan secara lebih luas dan bertanggungjawab, serta 

menggali sumber – sumber keuangan daerah sendiri untuk membiayai apa saja 

penyelenggaraan pemerintahannya. Setiap daerah harus mengoptimalkan 

potensi yang ada di wilayahnya masing – masing agar tidak selalu bergantung 

pada bantuan dari pemerintah pusat. Kewenangan yang dimiliki pemerintah 

daerah tersebut hakikatnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah 

dan masyarakat. 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang sangat 

penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun suatu 

pembangunan yang berkelanjutan (Mongan, 2019). Indeks Pembangunan 

Manusia juga menjadi hal yang penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

masyarakat suatu daerah. IPM mencakup aspek-aspek vital seperti pendidikan, 

kesehatan, dan pendapatan per kapita, yang secara bersama-sama mencerminkan 

derajat pembangunan manusia. Jika ketiga komponen tersebut dapat tercapai 

dengan baik dan menunjukkan kemajuan maka sumber daya manusia akan 

memiliki kualitas yang sejalan. 

Pulau Papua masih dihadapkan pada permasalahan pembangunan 

manusia. Walaupun Pulau Papua memiliki keberagaman budaya, kekayaan alam 

yang melimpah, dan potensi ekonomi yang dapat menjadi landasan kuat bagi 

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, kendala-kendala seperti 

ketidaksetaraan pendapatan, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, 

serta infrastruktur masih perlu diperkuat. Pulau Papua masih menghadapi 
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tantangan serius dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Faktor-

faktor seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang terbatas, 

tingginya tingkat kemiskinan, serta konflik sosial dan keamanan, merupakan 

hambatan utama dalam pencapaian pembangunan manusia yang berkelanjutan. 

Pulau Papua sebagai salah satu wilayah di Indonesia memiliki 

karakteristik geografis, ekonomis, dan sosial yang unik. Meskipun Papua 

memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, namun masih dihadapkan 

pada sejumlah tantangan pembangunan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari 

angka Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah jika dibandingkan 

dengan provinsi lain. Tabel 1.1 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia 

menurut kategori pulau/ kepulauan yang ada di Indonesia Tahun 2021 – 2023 

Tabel 1. 1  

IPM Per Wilayah di Indonesia   

Tahun 2019 – 2023 

Pulau/Kepulauan 2019 2020 2021 2022 2023 

Sumatera 71,79 71,83 72,07 72,66 73,28 

Jawa 74,74 74,81 75,13 75,71 76,32 

Bali & Nusa Tenggara 69,58 69,65 69,87 70,60 71,33 

Kalimantan 71,41 71,30 71,70 72,27 72,96 

Sulawesi 69,93 70,11 70,39 70,98 71,59 

Maluku 69,08 68,99 69,24 69,85 70,58 

Papua 62,77 62,77 62,94 63,64 64,46 

Indonesia/ IPM Nasional 71,92 71,94 72,29 72,91 73,55 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024 

Tabel 1.1, menunjukkan angka IPM di Pulau Papua merupakan indeks 

yang paling rendah. Meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun 
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IPM di Papua termasuk yang paling rendah apabila dibandingkan dengan IPM 

pada daerah/ pulau lain di Indonesia. Menurut BPS, Papua merupakan provinsi 

dengan IPM terendah. Nilai IPM Papua dalam lima tahun terakhir selalu berada 

dibawah IPM nasional. Daerah dengan IPM rendah tentunya memerlukan suatu 

pembangunan yang lebih dibandingkan dengan daerah dengan Indeks 

Pembangunan Manusia yang tinggi. Data Indeks Pembangunan Manusia di 

Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Papua tahun 2019 – 2023 dapat dilihat 

melalui grafik 1.1 berikut: 

Grafik 1.1  

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Pulau Papua 

Tahun 2019 – 2023 

 

 

Sumber : Data Diolah 2024 

Pada grafik di atas dapat dilihat angka Indeks Pembangunan Manusia 

tertinggi terdapat di Kota Jayapura dimana pada lima tahun terakhir rata-rata 

IPM Kota Jayapura mencapai angka diatas 80.00. Hal ini menunjukkan bahwa 

IPM di kota tersebut tergolong sangat tinggi, bahkan tertinggi di Papua, karena 
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Kota Jayapura menjadi satu-satunya daerah di Pulau Papua yang memiliki IPM 

diatas 80.00. Dengan angka IPM tersebut menandakan bahwa Kota Jayapura 

mempunyai kualitas hidup manusia yang baik dibandingkan dengan kabupaten/ 

Kota yang lain. Sedangkan capaian IPM terendah diduduki oleh kabupaten 

Nduga pada tahun 2019 memiliki IPM 30.75, walaupun mengalami peningkatan 

dari tahun ketahun hingga di tahun 2023 mencapai 35.19, namun angka ini masih 

tergolong rendah. Pada Kabupaten lain masih banyak yang memiliki IPM 

dibawah 70.00. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Papua belum 

memiliki kualitas sumber manusia yang baik. Rendahnya IPM di Papua 

menunjukkan kurangnya pemerataan pembangunan di Indonesia.  

Berbicara mengenai pemerataan pembangunan, erat kaitannya dengan 

persoalan desentralisasi fiskal yang berarti pemerintah pusat bertanggung jawab 

dalam menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari 

pusat ke daerah. Patadang et al. (2021) mengemukakan bahwa dalam konteks 

desentralisasi, pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pembangunan 

dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan 

Manusia, tentunya memerlukan dana atau anggaran untuk melakukan 

pembangunan. Hasan & Agung (2018) mengemukakan bahwa  sumber untuk 

membiayai belanja daerah berasal dari PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

menjadi salah satu sumber pendanaan yang bersumber langsung dari kegiatan 

ekonomi di daerah tersebut. PAD melibatkan berbagai jenis penerimaan, seperti 

pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha milik daerah. Kemampuan daerah 
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dalam mengelola PAD-nya akan mempengaruhi daya dukung finansial untuk 

program-program pembangunan, terutama yang berdampak langsung pada 

kesejahteraan manusia.  

Grafik 1.2  

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Papua 

Tahun 2019 – 2023 

 

Sumber : Data diolah 2024 

Berdasarkan grafik 1.2 di atas jika dilihat berdasarkan wilayah di 

Papua, sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Mimika memiliki Pendapatan 
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PAD sebesar 1608,38 miliar rupiah.  Hal ini sangat jauh jika dibandingkan 

dengan pendapatan asli daerah kabupaten/kota lain.  

Pada kenyataannya jumlah PAD suatu daerah dan daerah lainnya 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sehingga melalui Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat sumber lainnya 

yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah, seperti dana perimbangan 

yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) 

dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini merupakan penerimaan yang bersumber 

dari APBN dan dialokasikan ke tiap-tiap daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah. Data tersebut dapat dilihat melalui grafik 1.3 di bawah ini .  

Grafik 1.3  

Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Pulau Papua 

Tahun 2019 – 2023 

 

Sumber : Data Diolah 2024  
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Berdasarkan data dari grafik 1.3 diatas, dapat dilihat dana Perimbangan 

dari tahun 2019 – 2023 secara keseluruhan mengalami perubahan yang fluktuasi, 

kadang naik dan kadang turun. Kabupaten Mimika merupakan daerah yang 

memiliki dana peerimbangan yang tinggi dibandingkan dengan dae erah lain. Dana 

Perimbangan dari pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mendukung 

daerah yang mungkin mengalami keterbatasan sumber daya. Dana ini bertujuan 

untuk menciptakan keseimbangan antara daerah yang memiliki potensi ekonomi 

tinggi dan rendah serta mendukung daerah-daerah yang mungkin kesulitan 

mencapai tingkat pembangunan yang setara dengan daerah-daerah lainnya agar 

dapat menciptakan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah.   

Sumber penerimaan daerah lainnya adalah Dana Otonomi Khusus. Dana 

Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan 

otonomi khusus di suatu daeerah. Dana ini digunakan untuk membiayai sektor 

pendidikan, kesehatan, dan tambahan biaya infrastruktur. Berdasarkan UU No. 

21 Tahun (2001) dan Perdasus No. 13 Tahun (2016), minimal 30% dari dana ini 

harus dialokasikan untuk biaya pendidikan dan minimal 15% untuk peningkatan 

kesehatan dan gizi. Pemberian otonomi khusus kepada suatu daerah memberikan 

kebebasan bagi penduduk daerah tersebut untuk mengelola sendiri administrasi 

ekonominya. Bentuk otonomi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan 

masyarakat dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan, serta 

meeningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumbe er daya manusia di Papua.  
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Grafik 1.4  

Dana otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Pulau Papua 

Tahun 2019 – 2023 

 

Sumber : Data Diolah 2024 
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sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sangat peenting untuk meeningkatkan 

kualitas sumbeer daya manusia di masa meendatang.  

Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan  

meelalui beelanja moedal seecara langsung akan beerdampak pada keese ejahteeraan 

masyarakat. Apabila dana ini digunakan secara bijak, maka akan beerdampak 

pada peeningkatan mutu peendidikan, keese ehatan, dan infrastruktur pe enunjang 

pe ereekoenoemian masyarakat (Williantara & Budiasih, 2016). Oleh karena itu, 

Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus memiliki peran strategis dalam 

menopang pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan.  

Pentingnya peran PAD, Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus 

dalam konteks pembangunan daerah, penelitian ini akan menggali lebih dalam 

mengenai pengaruh ketiganya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan 

Manusia. Analisis yang komprehensif terkait interaksi antara PAD, Dana 

Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan IPM dapat memberikan pemahaman 

yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mencapai 

tujuan pembangunan manusia yang berkelanjutan.  

Studi teerdahulu yang meengkaji Indeks Pembangunan Manusia teelah 

banyak dilakukan. Akan te etapi, beebe erapa studi teerse ebut fo ekus me engkaji 

pe ertumbuhan IPM pada skala kecil, yaitu seluruh kabupaten/kota di masing-

masing provinsi. Masih be elum ada peeneelitian yang khusus be erfoekus me engkaji 

IPM kabupaten/kota di Pulau Papua saja. Padahal, kajian-kajian seepeerti ini 

sangat dipeerlukan dalam peereencanaan dan peerumusan strateegi yang beerkaitan 

de engan peeningkatan angka pembangunan manusia di Pulau Papua. Kajian ini 
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menjadi urgent dilakukan mengingat BPS menetapkan kabupaten/kota di Pulau 

Papua sebagai daerah tertinggal tahun 2019-2023.  

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan 

IPM, pe ene elitian ini diharapkan dapat me embe erikan masukan beerharga bagi 

pe engambil keebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih terarah 

dan efisien. Selain itu, hasil peene elitian ini juga diharapkan dapat me enjadi 

landasan untuk meningkatkan koordinasi antara tingkat pusat dan daerah dalam 

mendukung peembangunan manusia yang meerata dan berkelanjutan di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Terdapat research gap dari penelitian sebelumnya, beberapa hasil 

penelitian terkait pengaruh PAD, Dana Perimangan, dan Dana Otonomi Khusus 

menunjukkan hasil yang tidak konsinten. Boling et al. (2023), Wati et al. (2023), 

Fernandes & Putra (2022), Fahrudin et al. (2022) serempak menjelaskan 

Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap IPM, yang artinya apabila 

PAD meningkat maka IPM akan meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan 

oleh alokasi Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi telah 

dimanfaatkan dengan baik sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan 

dengan baik. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Karampuan et al. (2023) 

menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM, karena PAD 

dialokasikan untuk kebutuhan lain diluar komponen IPM. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saswatata & Parju (2022), Kamarni et 

al. (2022) mengemukakan bahwa seluruh komponen dari dana perimbangan 
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berpengaruh terhadap IPM, Dana Perimbangan sepenuhnya digunakan untuk 

belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik, sehingga meningkatnya Dana 

Perimbangan akan meningkatkan IPM. Sedangkan Melgiana et al. (2020), 

Nashshar (2022) menyatakan DAU, dan DAK  tidak berpengaruh terhadap IPM. 

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa DAK masih berupa dana potensial dalam 

melaksanakan pembangunan, sehingga belum dapat memberikan dampak yang 

positif terhadap pembangunan apabila tidak dikelola secara efektif dan efisien. 

Muhtarulloh (2021), Syafira (2019), mengemukakan bahwa dana otus 

berpengaruh terhadap IPM, penelitiannya menegaskan bahwa setiap 

peningkatan Dana Otonomi Khusus akan meningkankan IPM di Kota Langsa. 

Sementara penelitian yang dilakukan Kharisma et al. (2020) menyatakan bahwa 

Dana Otus tidak berpengaruh terhadap IPM, dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa Dana Otonomi Khusus bidang Pendidikan dan 

Kesehatan, besarannya tidak sebanding dengan permasalahan pendidikan dan 

kesehatan di Papua. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. 

Pertama, terletak pada perbedaan periode, objek, dan data sampel. Kedua, 

penelitian ini menggabungkan koempoeneen Dana Peerimbangan yang teerdiri atas 

DAU, DAK, dan DBH agar le ebih meenggambarkan peengaruh De ese entralisasi 

Fiskal seecara keese eluruhan pada IPM. Ketiga, agar berbeda dari penelitian 

sebelumnya, penelitian ini  menambahkan variabel Dana Otonomi Khusus, 

karena penulis ingin mengetahui sejauhmana Dana Otonomi Khusus yang 
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diterima atau dikhususkan untuk daerah Papua memengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusianya.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peenulis teertarik untuk 

meelakukan peene elitian terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia Pemerintah Daerah di Pulau Papua pada tahun 2019-2023. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok uraian pada latar be elakang di atas, peermasalahan yang 

dapat dirumuskan dalam peene elitian ini adalah :  

1 Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Inde eks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Papua? 

2 Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Inde eks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Papua? 

3 Bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus te erhadap Inde eks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Papua? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari pe erumusan masalah yang teelah diuraikan, maka 

tujuan peeneelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) te erhadap 

Inde eks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua.  

b. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Inde eks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Papua.  
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c. Untuk menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus te erhadap Indeeks 

Pe embangunan Manusia (IPM) di Papua. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil peneelitian ini diharapkan dapat membe erikan manfaat seebagai  

be erikut:  

1. Manfaat Teeoeritis  

Hasil peene elitian ini diharapkan dapat membeerikan koentribusi ilmu 

pe engetahuan khususnya yang me engkaji faktoer-faktoer yang yang 

memeengaruhi kesejahteeraan masyarakat me elalui Inde eks Pembangunan 

Manusia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemeerintah 

Pe ene elitian ini diharapkan dapat me enjadi landasan bagi pe emeerintah 

daeerah, leembaga peembangunan, dan stakeehoelde er teerkait untuk 

meeningkatkan eefe ektivitas keebijakan dalam upaya me encapai 

pe embangunan manusia yang le ebih baik dan meerata di daeerah Papua 

dan meembeerikan inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di Indoene esia 

yang meemiliki tantangan se erupa. Se elain itu, hasil pe ene elitian ini juga 

diharapkan dapat me enjadi landasan untuk me eningkatkan koeoerdinasi 

antara tingkat pusat dan dae erah dalam meendukung pe embangunan 

manusia yang meerata dan beerkeelanjutan di se eluruh wilayah Indoene esia. 

 

 



15 
 

 
 

b. Bagi akadeemik 

Hasil dari peeneelitian ini diharapkan dapat me enambah wawasan ilmu 

pe engeetahuan deengan hasil yang diteemukan seelama peeneelitian dan 

se ebagai peerbandingan atau reefeere ensi bagi peembaca yang akan 

meelakukan peeneelitian pada toepik seerupa dimasa yang akan datang. 

c. Bagi peenulis 

Pe ene elitian ini seebagai peembeelajaran bagi pe enulis dalam meene erapkan 

teeoeri-teeoeri akadeemis yang teelah dipeeroeleeh se elama di peerguruan tinggi, 

dan se ebagai tugas akhir yang me erupakan syarat dalam me eraih geelar 

sarjana teerapan pada proegram diploema IV Akuntansi Peerpajakan. 

Hasil peene elitian ini dapat me enambah pe engeetahuan bagi peenulis, 

meenge enai Indeeks Pe embangunan Manusia yang dapat dilihat dari 

Pe endapatan Asli Daeerah, Dana Peerimbangan, dan Dana Otonomi 

Khusus. 

1.4  Sistematika Penulisan 

Siste ematika peenulisan dalam peenyusunan karya tulis atau pe eneelitian 

adalah suatu meetoedee untuk me empeeroeleeh gambaran seecara garis beesar dari bab 

pe ertama hingga bab teerakhir. Tujuannya untuk me emudahkan peembaca dalam 

meemahami isi peene elitian. Peene elitian ini teerdiri dari lima bab, yang dapat dirinci 

se ebagai beerikut:  
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BAB I  PE eNDAHULUAN  

Bab peertama meenjeelaskan latar beelakang masalah peene elitian, 

ideentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

pe eneelitian, seerta sisteematika peenulisan.  

BAB II  LANDASAN TE eOeRI  

Bab keedua meenjeelaskan landasan teeoeritis yang meenjadi acuan 

pe eneelitian, peeneelitian teerdahulu, ke erangka pe emikiran se erta hipoeteesis 

pe eneelitian.  

BAB III  ME eTOeDE e PE eNE eLITIAN   

Bab keetiga teerdiri dari waktu dan wilayah pe eneelitian, jeenis peene elitian, 

poepulasi, sampeel, teeknik peengambilan sampe el, data dan sumbeer data, 

teeknik peengambilan data, variabe el peene elitian, deefinisi oepe erasioenal 

variabeel, seerta teeknik analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab keee empat meenjeelaskan hasil peeneelitian yang teerdiri dari uraian 

teentang gambaran umum pe eneelitian, peengujian dan hasil analisis 

data, dan peembahasan hasil analisis data (pe embuktian hipoeteesis).  

BAB V  PE eNUTUP  

Bab keelima meenjeelaskan uraian teentang ke esimpulan yang didapat 

dari peene elitian, keeteerbatasan peene elitian, dan saran yang dibeerikan 

dari hasil peene elitian. 

 


